
 

BUPATI SITUBONDO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 

 

PERATURAN BUPATI SITUBONDO 

NOMOR     17        TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO  

NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SITUBONDO, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas 

dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, maka perlu ditetapkan adanya kelompok 

jabatan yang mempunyai tugas dan fungsi yang 

berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 

berdasarkan pada keahlian dan keterampilan 

tertentu; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Situbondo Nomor 67 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan 

Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo; 

   

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2730); 

  2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang 

Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat 

Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten 

Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1972 Nomor 38); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 

tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam 

Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
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Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 

Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri 

Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4194); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 164); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia   

Nomor  4578); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4594); 

  13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomer 104 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomer 107 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan 

Fungsi Staf, Fungsi Pengawas Dan Fungsi Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah; 

  16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Situbondo Tahun 2016 Nomor 6). 

   

 

 



 4 

MEMUTUSKAN  : 

   

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 67 TAHUN 

2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA 

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH KABUPATEN SITUBONDO. 

   

  Pasal I 

   

  Beberapa Ketentuan yang tercantum dalam Peraturan 

Bupati Situbondo Nomor 67 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah 

Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 68), diubah 

sebagai berikut : 

   

  1. Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 (satu) huruf yakni 

huruf f, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : 

    

   Pasal 3 

    

   (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari: 

a. Sekretaris DPRD.  

b. Bagian Umum,   membawahi : 

1. Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan; 

dan 

2. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan 

Protokol. 

c. Bagian Keuangan, membawahi : 

1. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran; 

dan 

2. Sub Bagian Perbendaharaan. 

d. Bagian Persidangan dan Perundang-

undangan,  membawahi : 

1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah; dan 

2. Sub Bagian Penyusunan Perundang-

undangan.  
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e. Bagian Fasilitasi Pengawasan, Penganggaran 

dan Alat Kelengkapan Dewan, membawahi : 

1. Sub Bagian Fasilitasi Fungsi Pengawasan 

Dan Anggaran; dan   

2. Sub Bagian Fasilitasi Alat Kelengkapan 

Dewan. 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

   (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum 

dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 

    

  2. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, 

yakni BAB III A sehingga berbunyi sebagai berikut : 

    

   BAB III A  

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal  21 A 

    

   (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f terdiri 

atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan 

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok 

sesuai dengan bidang keahliannya.  

(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga 

fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. 

(3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional 

ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan 

dan beban kerja sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

(4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan 

sesuai Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku. 

    

  3. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 22 

berbunyi sebagai berikut : 

    

   Pasal 22 

    

   (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretaris 

DPRD, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, dan 

Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan 

prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik 

dalam lingkungan masing–masing maupun antar 

satuan organisasi di lingkungan Pemerintah 
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Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah 

Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing–

masing. 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib 

membimbing, mengawasi dan memberikan 

petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahannya 

masing-masing dan bila terjadi penyimpangan 

agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan 

sesuai ketentuan perundang-undangan. 

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib 

mengikuti dan mematuhi petunjuk dan 

bertanggungjawab pada atasannya masing-masing 

serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu. 

(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan 

satuan organisasi dari bawahannya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), wajib diolah dan 

dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan 

laporan lebih lanjut dan untuk memberikan 

petunjuk kepada bawahannya. 

(5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tembusan 

laporan wajib disampaikan pula kepada satuan 

organisasi lain yang secara fungsional mempunyai 

hubungan kerja. 

    

  4. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) diubah, 

sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut : 

    

   Pasal 23 

    

   (1) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh 

Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD dari 

Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD diangkat 

dan diberhentikan oleh Bupati atas usul 

Sekretaris DPRD melalui Sekretaris Daerah dari 

Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan.  

(3) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD 

diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul 

Sekretaris DPRD melalui Sekretaris Daerah dari 

Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 
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  PASAL II 

   

  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Situbondo. 

    

 

 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Situbondo 

pada tanggal 25 April 2017                              

 

 

 

 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2017 NOMOR  

Ditetapkan di Situbondo 
pada tanggal 25 April 2017                            

 BUPATI SITUBONDO, 
 

ttd 

 
DADANG WIGIARTO 

 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SITUBONDO, 
 

ttd 
 

SYAIFULLAH 
 

 

SALINAN sesuai dengan Aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
 

 
 

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si 

Pembina (IV/a) 
19831221 200604 2 009 

 


